BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR %% TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN

~ Menimbang :

Mengingat

PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

. bahwa Alokasi Dana Kampung adalah salah satu sumber

pendapatan kampung, yang pengelolaannya  melalui
mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan
keuangan kampung;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan

pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu
diatur Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan
Penyaluran Alokasi Dana Kampung;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan,
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



10.

10 %

12.

13.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 278);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
S6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07 Tahun
2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);



14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013
Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015
tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 15 Seri A);

18. Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin
oleh Camat.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
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13.
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15.

16.

17.

18.

(1)

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggaraan pemerintahan
kampung.

Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan  pemberdayaan
masyarakat;

Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang
ditetapkan dengan Undang-Undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat
APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening
tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.

Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank
yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi
Dana Kampung dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait
untuk mengalokasikan dan menyalurkan Alokasi Dana Kampung guna
mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung,
Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan
Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.



(2) Tujuan Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran
Alokasi Dana Kampung adalah :

a.
b.

(1)

(2)

(3)

menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat
Kampung dan pemberdayaan masyarakat;

meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan
Pemerintahan Kampung;

meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam
rangka mewujudkan kesalehan sosial;

. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
dan

meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui
Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 3
Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADK dalam APBD Kabupaten
setiap tahun anggaran.

Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempertimbangkan:

a. kebutuhan penghasilan tetap kepada Penghulu dan Perangkat
Kampung;

b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan
tingkat kesulitan geografis; dan

(4) Besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung berdasarkan:

a.60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh
Kampung (ADK Min)

b.40% (empat puluh perseratus) dibagi secara Proporsional (ADK
Proporsional) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat
kesulitan geografis, dengan indeks :

- 40% (empat puluh perseratus) jumlah penduduk;

- 15% (lima belas perseratus) angka kemiskinan;

- 15% (lima belas perseratus) luas wilayah; dan

- 30% (tiga puluh perseratus) indeks kesulitan geografis.

(5) Pembagian dan Perhitungan ADK sebagaimana tersebut dalam lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG
Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 4

Alokasi Dana Kampung disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas
Daerah ke Rekening Kas Kampung (dalam bentuk rekening giro) di bank
yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu.

Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara
bertahap :

a. Tahap Kesatu sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
b. Tahap Kedua sebesar 40% (empat puluh perseratus).
c. Tahap Ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 5

Penghulu mengajukan permohonan pencairan dana melalui Camat kepada
Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
mengajukan permohonan pencairan dana tersebut untuk dimintakan
persetujuan kepada Bupati. Atas Dasar persetujuan Bupati tersebut
disampaikan kepada DPPKAD untuk diproses sebagaimana mestinya
kepada pejabat yang dikuasakan untuk pencairan dana.

Dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui rekening kas
daerah, selanjutnya dana tersebut langsung disalurkan ke rekening kas
kampung (dalam bentuk rekening giro) di bank yang ditunjuk dan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu.

Proses pencairan dana ADK Tahap I dilakukan dengan melampirkan
persyaratan sebagai berikut :

a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap I;

b. surat Pengantar Kecamatan,

c. bukti verifikasi ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim
Fasilitasi Tingkat Kecamatan,;

d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap [;

€. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
(RAPBKampung);

anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung);
fotocopy SP2D terakhir;

. rekening koran terakhir;
fotocopy buku cek;

j. surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bank sebagai Kas
Kampung;

5@
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(5)
(6)

(7)

(8)

)

k. surat Keputusan Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Kampung (PKPKK);

. surat Keputusan Penghulu tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Kampung (PTPKK);

m. surat Keputusan Penghulu tentang Pengangkatan Juru Tulis;

=

. spesimen Penghulu dan Juru Tulis;

o. laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) kampung tahun
sebelumnya yang berupa Realisasi fisik dan keuangan (RFK), Buku Kas
Umum (BKU) dan SPJ Fungsional;

p. peraturan Kampung tentang pelaksanaan APBKampung;

Khusus untuk Bantuan Purna Bakti Penghulu penyalurannya diberikan
dalam satu tahap pencairan.

Pencairan dana Tahap II dan Tahap III dapat dilakukan setelah
menyampaikan laporan penggunaan dana tahap sebelumnya.

Permohonan pencairan dana untuk tahap berikutnya dapat dilakukan
apabila kampung telah menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
penggunaan dana sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah
dana tahap sebelumnya;

Untuk pencairan dana yang berada di kas kampung/bank yang ditunjuk
sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas
yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan
keuangan kampung;

Untuk penyaluran dana pada tahun berjalan, maka setiap kampung harus
menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana berupa
Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK), Laporan Fungsional, Buku Kas Umum
guna pencairan dana selanjutnya;

(10) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang

tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
(APBKampung) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kampung
tersebut;

(11) Jika ada perubahan kegiatan dalam APBKampung, maka APBKampung

(1)

dimaksud harus direvisi dengan Peraturan Kampung, yang mana diproses
mulai dari Ranperkam sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penggunaan
Pasal 6

Penggunaan Alokasi Dana Kampung dalam APBKampung dipergunakan
sebagai berikut :

a. Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam
APBKampung yang bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan
Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan
Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

0

Operasional Pemerintah Kampung;
d. Tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan
e. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).



(2)

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan hasil
musyawarah Kampung dan tercantum dalam RPJMKampung, RKPKampung
dan APBKampung.

Pasal 7

Rencana penggunaan ADK dibahas dalam musyawarah perencanaan
pembangunan kampung.

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kampung bertujuan
agar penggunaan ADK didasarkan atas proses perencanaan partisipatif

Musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Penghulu, perangkat kampung,
anggota Bapekam, lembaga kemasyarakatan kampung dan tokoh
masyarakat.

Hasil musyawarah perencanaan pembangunan kampung dituangkan dalam
usulan RKPKampung.

RKPKampung sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan
Kampung.

Pelaksanaan Kkegiatan yang bersumber dari ADK berpedoman pada
RKPKampung, Peraturan Bupati dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penghulu harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan
Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Penghulu mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan dana
ADK dalam APBKampung.

Tata usaha keuangan kampung dilakukan oleh Bendahara Kampung
dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan dan  pertanggungjawaban ADK terintegrasi  dengan
pertanggungjawaban APBKampung.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung kepada
Kampung.

Kecamatan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap penggunaan ADK dalam APBKampung kepada Kampung;

Penghulu berkewajiban untuk melaporkan permasalahan-permasalahan
yang dihadapi di Kampung secara berjenjang (Camat — Bupati);



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

ditetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor
11.a Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi
Dana Kampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 91 Dasewes 2015

4 BUPATI SIAK,

" i
C SYAMSUAR u(

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 QeWQT 2015

KABUPATEN SIAK,

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 5%



10'0 | 18'6€ 100 98 100 £6'€6 100 w9'T 100 TZL8TY'POO'T | £2£'985'S0S | 666°1+8'86v yenyag nejuey bundwen|y
100 A 200 81 20’0 95'abT 100 e 100 | ebT¥BLTZOT | ostzveETs 666 T8 '86b ~ uibuy ipuew Bundwey|¢
| 100 pe'1E £0°0 9% 00 88'20¢ 20'0 209s | eo'o | LT8'TZOPOS'T | s18°6£1°500°T 666 T+8'86% ‘Jeieg seully bundwey |z
| 00°0 L9'eT £0'0 0SE 20'o 69’0kt | 100 rib'b 10 PPTOSE'99T'T SbZ'805°£9L | 666'1+8'86F anuwi| seully Bundwey| 1
£0'0 L8'VET 60'0 | £86 60'0 90'v89 S0'0 0EV'ST so0’'o TE6'YBSL6LY | 000'000°ET9 . seuyy uejewesay | IIT
10'0 29'0s 100 413 z00  [1e'ver  |o00 | 088 100 | £5L°€L6°266 65L'TET bbb 666 178'860 eher 1exapy emey Bundwey |1
100 S8'ES 000 9z | 00°0 88°12 000 0901 |10 | 9YT'LTT'EIL LT’ SBEPIT 666’ T+8'860 leuiad ey nAey Bundwey|e1
100 £€6'¢S - : 00’0 | Ze'ar 000 ' 100 69T 6TL 66L 047'LL8°00€ 666'Tv8'86b uede.eH bundwey|zT
100 | 60%ZS 100 iU 00’0 WL 000 SzeE'T 10°0 896°95/'88L 696'716°687 666 118'86k - ~ insung Bundwey|TT
| 10°0 P6'ES 10'0 6 100 £6'48 10'0 089'T 100 | 9ZH'E6T'LI6 (TP 1SEBTY 666'1¥8'86b ineg ynja.L bundwey |01
10'0 sg'sy #0'0 9P 100 9425 00°0 LES'T 10°0 L19°99¥°066 819'+29 16 666" 1¢8'86b 1ebusiuad bundwey|g
100 28'ee 100 | S €00 85'Tbe 00'o 160'T 100 S99°ESE'0E0'T 999'T1S°1ES 666’ 1¥8'96% emey ebung bundwey|g
100 16'9€ (100 [99 | o000 +0'11 100 $SS'Z 100 980°'8LL'T16 (BO'9E6TTY 666'1+8'861 uedesbusiy Gundwey |,
100 0t'6€ 10’0 #r1 100 95’88 100 peg't | 10'0  £8V'T9T°LO6 88+'0Z€'80F 666'T¥8'86b N Bueje bundwey|9
100 8’9z 100 6 10°0 60'10T 100 065'T 100  £09°S09°EYS 809'€9L PPE 666 1+8 860 ‘ely nAey jebung bundwey|s |
100 91'0p [ 100 |ser |00 80°6€ 10°0 9892 100 6¥0°'865°9Y0'T 0S0°95Z'LbS 666 T¥8'86b pifseiy L Bundwex |t
100 65'0b [00'0  |OT |00 v1'ST | 10’0 669'1 10’0 €LTTO9VLL vLT09L'SLT 666 T8 860 ] 11/1 3ued bundwey|s
10°0 92'pS [ 100 €01 00’0 L1'SE |o0'0 | sobT 10’0 £98'90€E'¥68 898'¥9b ' S6E 666'1+8'86b | seany bunfue Bunduiey|z
10°0 9L'gs = - £0'0 LE'L€S 10°0 6E0°Z 20’0 TSEVEO'TZT'T ESET6I'TLL 666'1v8'861 snue ynjaL Bundwey| 1
£1'0 9T'6€9 zZt'o 08£'T 81’0 S9'6TH'T 00’9 | SLLTT It 999'8//L'T88'CT 0000251821 ~pdy ebuns ueyewesay | IT
| 10°0 Sb'sE 100 EET 100|128 100 699T | 100 | 089°v68 b¥E 189°250°9bE 666 Tv8'86F | lesag ueyueng bundwey |9
100 £2'6€ 100 z8 00'o |81 10°0 0£8'T 100 | Op£'TZS08L ZbL'6L9° 18T 666'1p8°860 ~ anfue yens Bundwey|s
100 vZ'or 100 o  |oo'o |so's€ 000  [990°7T 100 YT ISY'LSL 929609857 666178 861 unng Aty Buemey Bundwey |t
10’0 | SL'EE 00'0 L (100 |este [ooe [ e8rT 100 08S'v05'68 185°'299'S6€ 666' T8’ 861 | il nind uedwaBiy bundweyle |
100 | 9v'bs 00'0 5¢ | 000 L' 100 897°C 100 081'585'548 18T'EPL 9LE 666 1+8'860 ~BuewnL bundwey|z
10°0 00°4Z 00’0 6 | 100 [ ST 100 S88'1 10°0 £0Z°08L'T18 S0Z'8E6'E1E 666 T+8'86t ieybuet bundwey| 1
so’o £T'0ET €00 99¢ €00 os'stT €00 Z0T°0T vo'o 800°8€L'S96'F yeis uejewesay | I |
0e'o OMI s1'0 we s1’0 Me 0b'0 de XQa
u
OAIN 201 WMA mw .__“”_M”_u_ MIA | uehepp sem dra v__._.__mm_m_nwm |euorsiodoid HAY W Mav
910Z Mav SNNdWYN/NYLVIWYOIN | "ON
Bundwey
(9)iI) syeibosd UBUD{SILEY yeAejip sen ueynpnpuaday
ueyNSay SfBpPUI e joqog DNNdWYN dVIL3S HAY
SNNJdWYA VNVA IS0 1V NVONNLIHY3d NVA NVIDVEW3d
S10Z YQWsD0 W@ ¢ [ES8ue],
S102 ARy XS ¢ JowoN
yels edng weinjesad : | wexydures]

C




000

L0'8

10°0 ] 90’0 | Zs9 000 Z'T 0£10°0 | ££8°v06°690°T  bE8'T90'1LS 666'1+8'861 [eUllWaS ise] Bundwey|TT
X c.w.o 89'ss 000 |z 000 (1'se 00’0 +09 §500'0 TETTL9'PSL | zezeesrsse 666118 86 Buejwas uS Bundwey|o1
100 |8s%€  |so'o | 045 00’0 43 [ 100 €112 8Z10°0 ZT6T'0Z6'EVT'T £61'8£0'SH9 666" 18860 ynbno Ifuesay bundwey|e
 10°0 80'se 000 | S 000 £9'st 100 S097 | 85000 98Y'PTLOES | 88b'Z88'TEE 666'1v8'86Y uepued buedw3 Bundwey|g
10°0 S'sS | 100 8z1 100 81°£01 000 60b'T 06000  S£9'T8E'990°T 9E9'0¥S'£9S 666 118860 Buelueq nejuey Bunduwey |,
100 228 000 g 100 98'69 | 00'0 | 69T 99000 £6T'ITE0I8 ¥61°69b T1E 666'1+8'86t Buewaybuas Bundwey|gq
100 [skoe | 000 PE 100 0z'ss 100 [4293 6£00'0 19°89%°£96 919'929'89% 666 1+8'86b 11 uejeng bundwey|g
00 |z |10 L1T 10'0 8 o1t 00°0 £9€'T 6£00'0 L96'LYS'PT6 896'504'STY 666' T#8'86b 1 uezeng bundwey| ¢
(100 | w000 | Sb 10°0 1949 00’0 889 £500'0 6EL'T8T'66L | ObZ'6EE°00€E 666'1+8'86b equip ynaL Bunduwey|¢
10°0 7ree 10°0 901 | 100 vCE8 10°0 2EST | 9800°0 ZY6'LEL'9TO'T by'568'L2S | 666°108'86b B qiseq m%a._ Bundwey|z
00'0 26'02 000 | &P 10'0 | 86’68 10°0 SELP 9600’0 189'vL6'T8Z'T 289'TET'EBL 666 TH8 86 Buesid uejeybueq Bundwey| 1
60’0 8z'tsy | 910 | S9L'T | 60'0 £LL'589 £o'0 69LTZ | 600 | ZIS'ST8'SL9'OT | 000'00T'6EY'T l I qiseD ogoy uejewesay | IIA
10°0 LZ'se loo'o [e 00'0 ¥6'8 00’0 696 |00 | 0s5"€00'90L | 1ss'191°202 666 Tv8'86b 1 “ehel ewjjpq Bundwey|zr |
100 gz'se 000 0€ 000 +9'81 100 4544 100 TET'THE LY ¥EZ'055'8VE | 666'1+8'86 jeuiwas bundwey[ 11
100 81'pE oo |4t | o000 06'01 000 PEZT | 00'0 | 068TLI'60L 168°0E€°012Z | 666'T¥8'86 eAny ner bundwey|ot
(100 |#€'0»  JO0'0 [Se | 000 p1'0T 00'0 | 9sb'T 000 | €Z€'T89°T6L SZE'0vET6T | 666 148'86b anwel Bunges Bundwey|e
100 |zoe  loo'o  [sT 000 | osst 0o |tz 100 | 980°61L°SLL | zs0uson 666'1+8'S6b ~ nueg ueyeng Bundwey|g
00 | @mlﬁm ~looo |zt 000 621 10'0 650°€ 100 | 8s£'019°1Z8 09£'89L'22E 666'108'86b eher yesad buedwis Bundwey|/
| 10'0 00'¢2 | 100 s, |odo 69'0¢ 100 00E'E | 100 | £60OTV'EYS  660'895 PHE 666 1+8'860 Bunby aping Bundwex|g
| 100 poE o000 [ Z 00'0 [T 100 6141 000 TIT'LOL618 Z11'998'02€ | 666'1+8°86b ewean esequiny bundwey |
10’0 |btoe  |oo'o | kT 000 oT'eT | 00’0 ETH'T 00°0 | €8€'198'95L S8E°6T0'85C 666 P8 860 uedesey ping Bundwey|y
100 |veee |00 [62 00°0 0821 100 8181 100 LOE'TLO'SSL 60€'622°95C 666 1-8'86b mjeg eueng bundwey|e
100 | oL mm_ 100 | t6 100 22’95 100 0162 100 99T'PSE'S86 | L91°715'98¢ 666 1v8'86F upy puLisy bundwey|z
100 | 12'oe 100 |91 100 seve |10 0 |EETE 10'0 BETTIOT96 | 6EZ'69LT9% 666 108'86 ueuy ULy bundwey|T
80’0 61’86 | vo'0 | 8% ¥0'0 sz’'s6z | 800 £TS'ST L0'0 TYT'96S°ELL'6 000'00Z°086 o ueuey PuLBY UeIRWeIBY | IA
000 £0'91 00'0 [ ¥ 000 | e6'2e 000 00ST | 000 | ¥TE'0L9'ESY S1£'878't81 666'TH8'860 jeJeg oe) buemey bunduwey |/
100 LE'ZE 0’0 |8  [o000 (448 100 69b'C 100 | ZTE'906'1E8 | PIEPI0'EEE 666 108960 nieg buedw3 Bundwey|g
10’0 |o8%z |00 | 1E 00’0 8501 100 080°C 00'0 | zov9sLvrL 600 "v6'SHT 666 'T¥8'860 sejed buejels bundwey|s
10'0 ' 100 |98 | o000 §5'91 100 66b'€ | 10'0 | SET'069°60T'T 9EZ'8k8'019 666' T¥8'86b nieg buelels bundwey |y
10'0 128 ~|oo'o |6k |00 LT'el 100 685z [ 100 | £TS'098'VE6 875'810°95 666'18'86t ~ Buipes us Bundwey|e
100 ee'ee o000 |9t |10 29'bS 100 P21 100 | §8£'£8S'EL8 98L'SPL PLE 666’ 1+8'86t oey buemey bundwey|z
o0c  |18%7Zz [ T10'0 65 100 61'18 700 | 1€5 100  £99'v¥S'SSO'T 899'20£'955 666'T18'86b wejeq ngn Bundwey|1
+0'0 9/'s6T €00 €87 £0'0 Zp'sze 90’0 | 8LT'61 v0'0 9YZ'9V0'¥ET'D 000°09£EE6 B weeq ynqny veewessy | A
100 | 190 | 000 82 000 £5'ST zo'o 458s | 100 98BS TETT6TT | £85'68£T6L 666 T+8'860 eAer oqn bundwey|g
100 | 1e'sk 000 |[£ |10 (142 100 sy | 100  £59'¥9Z°00T'T | ss9°Zzt'109 666 178860 Inuely tequieg Bundwey[,
‘100 |zo0ts o000 [9S 00’0 99'9 100 | oepT 100 £16'LZT'¥06 S16'G8E S0P 666'1+8'86b ojmjeg buuad bundwey|g
(10’0 |vs'ss | 100 | 6CT 100 2LES [ 7o' SS6'T 100 £56'SZLv88 S6'€88'S8E 666 108860 Buepuos) [26uns Bundwey|s
100 |ese |00 €€ 100 Zr'p9 | Z0'0 299'G 10'0 99L°LYOVET'T £9£'G0Z'SE9 666 1+8'86b Jejexeg bundwey |
100 ' 20’0 652 £00 10°065 €00 LE6L £00 £59'¥88'956'T $59'7b0'85H'T 666 TP8'B6b wes-wes bundwey||¢
100 [o9t'se  [zo'0 | S41 10°0 St mb.c £58'S 100 VLT 6ES'STS'T S42'169'920'1 666'118'86 sipuey bundwey |z
100 | 4S'ob | zo'0 | b4 100 08'v9 zo'o £00'9 100 ¥90°685°S9Z°T S90'ERL 99L 666 TH8'86 mnjeg Bunduiey| 1
L0’ 96'EbE 800 198 zt'o 58'1Z6 €10 9zTT 0% ot'o 198°'905°Z90°0T 000°008°€L6'T - sipuey uejewesay | Al
00 oM 510 we aro me 0v'0 de Xag
- uj
OMIA oM WA | oy | M |uekemsent | aen x“w_:;_w%m jeuoysiodoid yav IW Yav
910Z Mav ONNdWYI/NYLVWYOIX | ‘ON
(1) suesboan ‘e Gunduley
UBYINSTY SHOPUL UBUD{SIW) yehe|im sem ueynpnpuaday j0004 ONNAWY dVILIS AV

¢

P~




10’0 [ wS'9b | 000 vb 00'0 /1t | oo'o Sb6 00’0 6£8'80F 6L [ 1$8'995°052 666 TH8'86P iequiesajy yens bundweyle |
100 | 12'se |20 081 100 oop [ o00'0 [ 91T 100 £8S'¥ZL'TT8 $BST8Y'ECE | 666°'1¥8°860 jesnwa) bundwey|g
[T0'0 |®e'ez  |100 |46 oo'o  |eez  [oo'o | S0ST 100 2796°L9L'8LL | £96'S26'6L2 | 666 Tv8'860 " iewiaq esbuen bundwey |, |
100 |Sf8 | w'o |8 00'0 £6'61 100 | 1€9°C 100 €O0E'TZ9'E68 | bOE'6I8PEE 666'1+8'860 ~ eandeupuy yeny Bundwex|9
100 t'or | zo'0 | S 00’0 e |10 8152 | 100 909'P€9'ES6 | 809°'T6L'bSt 666" 118860 ~ uesaq ueueng bundwey|s |
(100 |ss'.e  |w00 [k o000 Jezor ] 100 ) 09S¢ 100 06v°ZES 0S8 | 16Y°069°1SE 666'1P8'86F epniy buiunway bundwey|y
00'0  [e8tlz |10 99 10'0 [stee | 10'0 989 | 100 TYTLSLELTT | bpI'SbEPL9 666'1+8'861 eing eher Bundwey|e
100 |98ze |10 |1 |00 [S8Bh 100 |€8zE .Ea PITBOTTYY'Y | STTTHEVE 666'T+8°86 nieg pec bundwey|z
000 |otez 100 8b1 00'0 6L'8 |00 | sesv 100 TBETOT'TIST'T : 666'1+8'86v eAey ebung Bundusey|T
Lo'o sz'1se IT'o v9z'1 €00 1Z'95T 800 Z00'vZ £0'0 ZTT'900°60L°6 eAviebung uejewessy | IX
‘To'0 | bzse  |ooo |or oo [rfsr 100 | 99b'E 100 0Z6'EPT'090'T [ 666 THRE6P | mfes bueels Bundwey| 11
100 1w'sc |00 8 00’0 |er'ee 200 | 88v 100 SLLS6T'SPT'T | OLL'ESE'6HO 666 108’860 “leuiiad 3wmes bunduwen|or
100 $6'2k 00’0 J23 000 gg'ot | 100 9517 100 8LS™LOE'SLL 6L5'S9b'9LT 666'Tb8'860 eAin exns Bundweye
[ 100 | sZ’op 000 6 |00 %66 |10 £19°T 00°0 Z66'TECOEL 66'06¢ 1£Z 666 Tv8'86b “inuwely eueng Bundweyjg
100 SL'0b 000 0f 00’0 £2'6 | 10'0 | e4bT 100 98CTIE'S6L | LBE'0LP'96C 666 T#8'86t Inunjely uejexBued bundwey| s
100 | 2TeE 00’0 b1 | 000 €' | T00 | SL1'T 100 TLLTOSTY8 | ELL099EPE 666 T+8'86b nieg bunquinieg bundwey|g
100 | 891w 000 vl 000 6601 |00 ELTT 00’0 018°Z008SL | 118'091'65¢C | e66'Tb8'86 “ueyL yngm Bundweyls
[ 100 | ss'8E 00’0 L£ 00’0 +8'8 00’0 62t 00’0 | 1Ss'80ZT'08 | ZSS'99E'SOE 666 168'86b ~ teybuess bundwey|t
100 | <€'9€ E 0 |62 00’0 06'st | 10'0 | 9sTT 100 €20'0L0'¥98 | SZO'PEZ'SOE 666 ' T1+8'861 neqJay Jnfe.L bundwey|e
| 100 vZ'9b 000 62 000 gz'or 100 | 66 100 $99°£92°£06 | 599'5Zb'80p 666' 148’860 leuiwas sefueg bundwexjz
100 98'2¢ £0'0 98z st'o +9'902'1 z0'0 1€2°9 #0'0 | ¥8T'9T6°09ZT [ 981'v£079L'T 666'TF8'86b ~unkeq bundwey|t
60’0 sT'sTy vo'o £6¥ L1'o 90’spe’T | OT'0 S0L°0€ ot'o ¥59°99€°9¥6°0T 000°008'%15°T unfeq ueyewessy | x
[ 100 [ ST'8p 00'0 0z 00'0 6s'z | 00'0 s1g 000 1SE'T8L8TL ZSE'6E6'6CC | 666'1+8'86F B bungag >yiseL bundwey|6
100 | 18°1s 00’0 £1 20’0 €82zt | 000 bED 100 | eszLiL V6L 064°548'262 | 666'1v8'86b | iequin yeousg bundweylg
100 | 100 L 000 sb’sz | 00'0 | £6S 00'0 £0£°0Z8'9ZL | pogBLeLZT 666 1v8'860 1 ~3nquin ngn bundwey|£
100 |oeer  |o00 |6 |00 6c’st | 000 048 | 00’0 78T'L98'LOL ~ |eszszoe0z | 666'1b8'860 |exBung eseniy bundwey |9
(10’0 [6stls  |oo'o ot Jo000 | 1861 | 00°0 £40'1 | 10°0 PELLTEGEL SEL'S8P'OPT 666'TH8'86P Buuag yngm Bundwey|s
100 99'es 000 81 00'0 1s'0z | 000 orT 8 0 6/9'6PT'ES8 | 089°LOEPSE | 666'T8'86b - elo bundwe|p
100 | €0'pE | 00’0 11 zo'c |oo%er | 000 | £9€7T | 100 ¥60°56b°LY8 | seo'eso'svE 666'1b8'86b | buepops rebuns Bundwex|e
10'0 | s8'sy  |oo'n (€T Joo'n | 19°01 00’0 | ez | 00’0 EVT'LSS'TVY |sezsicz | 666'168'860 | Bueoue ynia. bundiey|z
100 |eess  |oo'o [vz | 000 |86 2 000 [eeor [ 000 oYL PE6'6VL | weeeotsz | 666148860 ~ ueuepy esenjy bundwey|1 |
60’0 | STz1Y zo'o | 68T 900 | €Z's9¥ zo'o | oSz soo STT'1S9'98L'9 000°09£'€6€ | nepuew rebuns verewesay | xI|
100 | 98%s 100 €8 000 SL'6 |10 |ooce 100 OTLT6L'9L8 | [IL6YELLE 666 178860 ~anwig Buejen] bundwey|g
[ 000 vO've +0'0 L6v 100 06’9k | 800 | zISWE ¥0'0 £80'869'V6Z'Y S80°9S8'S6L'E 666'1+8'86b jeieg buemesad bundwey|s
[ 100 | ZE'bE 100 26 00’0 J€'%T 00 | cesT 100 | Zp6'STOTIT'T [ BYEELLEN | 666'TH8'B6K jeJeg uepa.ely bundwey|9
100 | zz’ee 100 0ST 000 'z |zo'o 169'S 100 96€'PTO'0OEE'T | L6ETLT'TER | 6661v8'86b | 3eseg bueleqas bueuld bunduieyi|s
(100 | <€ #0'0 11 000 gz'ee | €0'0 268’8 20’0 | ocz'60T'I98'T | B/Z'/97T0T 666 1¥8'86b | nwiy Bueseqas bueuld bunduwey| v
100 | wez | 109 121 000 61'p1 100 | bEP 100 | vS£'090°T¥6 | S5/'81ZTH | 666'108'86b uepa.ely bundwey|g
100 05°2€ 0’0 Zov 100 pe'6e | 10°0 002y 100 | Zve'orT'BLO'T | Ew6piE6LS | 666'THE'86R buelegas buelid bundiey|z
100 |95z £0'0 €9€ 000 e | so'0 LYE'9T £0°0 09Z'068'E0E'E | T197'8P0'S0BT 666'1+8'86F N ~ Buejen bundwey|T
‘s0’0 | 8ZT'p9T 61'0 | 6TTT £0'0 Y& 144 zz'o £ST'0L ¥1'o PLEL6EBYS VT 000°021'S46'y .  buejeny uejewesay | I1IA
0£'0 NI s10 we ST0 Me 0b'0 de xad
. n uj|
ONIA oM WA mm“”___uv_ MIA  |uekemsent | doA x,_wﬁnwm feuoisiodoid JAV IW Yav
9T0Z XAV ONNAWYI/NVLYWYIIN | 'ON
(9)D) syeiboad UBUP{SIWE; eAe|ipn sen ueynpnpuada e
ueyINSa) SHPPUI PISIIOA Yeiva L PpUSS) 10q08 ONNJWY dVIL3S XAV

c

C



¥
S5'818'Y L8T'TT 12'626'L T19°91€ g 00%'908°EE0°0ZT 095'Z9E'S6Z LL Op8'€TL'858'09 z (441
10°0 66'FE 000 €2 |oo0 |89t 000 1521 000 S8£°669'SEL 98L°/SB'9ET 666'T8'86b epepad Jepueg bundweny|g
100 |9 | 10'0 011 00’0 19'11 oo |eset 100 | 6T¥'0Z8TLL 0Zb'8L6°TLT | 666'1b8°86F Bununsg jes bundwey|s |
‘100 |€0zr | 00’0 34 000 86°CT | 100 109'1 10°0 | 608°989'£¥8 | o18'vbBBbE 666 TH8'86F lew.ag jeqes bundwey(g
100 |ocsy  |o0'0 | TE 000 1€'62 100 S9E'T 100 9YS'ESS 026 LyS'TIL 12 666 TH8'86b yebus | 1ebung bundwey|s
100 |eezs  |o0'0 | &2 00’0 ¥8'8 | 000 £0C'T 100 | sez'TIEESL 00£'04b'¥8T | 666'18'86F Buipeeg bundiwey|y |
10’0 |€9'8e | 00'0 11 000 5521 00’0 T 00’0 8PT'T65°6LL | oszoscosz | 666T1v8'860 euewesye] bundweyle
100 8E'0E 100 18 00'0 6. | 100 €581 100 80V'Z8Y'T60'T 60K 0P9EES | 666'TH8'86P - eduiay bunduwey|z
10'0 61'6E 00’0 b 00'0 | 89'11T 000 | S0Z'1 00'0 688°6TL'8Z0'T 068°448625 | 666'1¥8'S6b 1ebuns Jepueg Bundwen|t
£0'0 L9'cze €00 | 6bE 10’0 5’86 | v0'0 £00°ZT ¥0'0 T0b°£98'656'0 000°080°Z9Z'1 - yny yeqes uejewesay | AIX
[ 10'0 | z9'ss 00’0 91 £0°0 g9%zz | 000 0€9 100 | S9E'SL6'W68 | 99E'EET'96E | 666 1v8'86Y uedwaiaiy Y2 Bundwe| £
10'0 09'zy 100 SET #0°0 0'6ze | 100 | 806 o | zzvszewsty | EziEsb's9s | 666 Tv8'86h JiiH uedwase Bunduwey|9
| 100 ¥8'or 00'0 11 100 sv01 | 00'0 | €€9 10'0 | 619°4SS'0£L | 0Z9S1LNLE | 666THE'86h yebus fundwey Bundwey|s
100 60°LE 00'0 L |ooo 0" m.w 3 100 756'C 10'0 YL PST'LO6 EPLTTH'80F 666'1+8'S6b ~ niny Buasyueg bundwey|y
100 092 00’0 [zE 000 8061 100 | S08'T “|wo | zeo6LsTos | seozeczoe | 666'THE'8ED JiiH Buayuag Bundwey|e
10'0 z0'ss 00'0 £b 00'0 sk'or | o000 | 95T ~|'o | 1eSOVTLT8 | Z65'86Z'BZE 666'T+8' 86t unjed Bundwey||z
10'0 78'0r 00'0 L€ | 10'0 6L/ | 00'0 | ZzpT 10'0 | SPO'TPE'66L | (b9'66V'00E 666" 1+8'86b ~ uibupy e30y Bundwiey|1
£00 6S'81E zo'o 182 ot'o v8'vSL £0'0 TT6'0T s0‘0 TTTPLTSIT'O 000'09€'2LS esndwiapy uejeweday | ITIX
100 Zr'1s 000 9  |ooo 891|000 | ¥Z9 |oo'oc | vee'zto'60c | see's/i0tz | 666 Tv88EE | 0uLad Bundweyi|/
100 99’0t 100 zo1 00’0 8L'0g 000 THE'T 10°0 6LL'8ES'EBL | 0BL'969'H8T 666'T+8'86v yeAeuag bundwey|g
100 LTy 100 | €01 000 99'pT o0 |49 | 100 ZES'LIT'BES €ES°SLT'6EE 666'T+8'86b ~ Uelepeqgad Bundwey|s
100 6t'05 100 | v9  |od'e |ebiz 00'0 s19 | 10’0 S8S'6£0'T6L 985" LET'E6T 666 18’86 ~ ejesng unsng bundwey|y
100 bL'vb 100 |08 | 100 [€6'8 00'0 ov6 | 10'0 £60°¥SSTT8 S60'ZTLETE 666 1+8'86b B newr ebuns bundwey|e
100 00’8t 100 19 000 80'6E 000 (444! | 10°0 | Te0ro96'sz8 | zEo'gIT/ZE | 666'THB'SGD uesoq Bundwey||z
100 ez'or 000 o9 |10 [or's¢ |00 |so. |10 £V0'666'SSL | SPO'LST'LST 666 1+8'86b ] ~ uequsg jebung Bunduwey| 1
£0'0 1021 oo zov | v0'0 8/'S8Z zo'o SPI'9 0’0 LS0°L9T° LTSS 000°000'1SF oyesng veyeweday | [IxX
100 £6'vE 100 SET 00’0 (L' 00°0 £20'1 100 169'800°E9L 269'991°+92 666 T+8'861 ung BueAeq Bundwey| o1
0c'o NI S1'0 we s1’o me 0v'0 de Xag
B u
ONIA NI WA mm_““__uv_ MIA  |uekenmosemt | dea x“wﬁuwa jeuotsiodoid AV W May
e 910Z Mav DONNdWYY/NVLVWYDIN | 'ON
hww__wwwmﬂm%hw UBUD{SILUS) ueAe|im sen uenpnpuaday j0q08 ONNAWY dVILIS YAV

C



Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : &Y AQNLW 2015

Tanggal : 3\ Qasondet 2015

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Alokasi Dana Kampung (ADK) salah satu sumber pendapatan kampung
yang akan dialokasikan untuk Penghasilan Tetap Penghulu dan
Perangkat Kampung, untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung,
Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan
Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Operasional
Pemerintah Kampung, Tunjangan dan Operasional BAPEKAM dan
Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
KAMPUNG

Penyaluran

a. Penyaluran ADK dalam APBKampung, baru dapat dilakukan apabila
APBKampung telah disahkan oleh Penghulu atas persetujuan
bersama BAPEKAM dengan Peraturan Kampung;

b. ADK akan disalurkan oleh BUD/Kuasa BUD setelah adanya
permohonan penyaluran dana dari Pemerintah Kampung kepada
Bupati c.q. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung Kabupaten Siak, kepada Pemerintahan Kampung langsung
dari Kas Daerah ke Rekening Kas Kampung;

c. Penyaluran dana berdasarkan permintaan dana dari kampung
melalui Camat yang ditujukan kepada Bupati Siak c.q. Kepala
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Kabupaten Siak, setelah terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh
Tim Evaluasi Tingkat Kecamatan dan ditetapkan alokasi per-kampung
dengan Keputusan Bupati Siak;

d. Penyaluran dana dapat dicairkan setelah disetujui oleh Bupati Siak
atau Penjabat yang ditunjuk, kemudian atas dasar persetujuan
tersebut disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa PPKD
untuk diproses pencairan dananya melalui mekanisme Belanja
Langsung (LS) mulai dari penerbitan SPP-LS oleh Bendahara PPKD,
SPM-LS oleh PA/Kuasa PPKD dan SP2D-LS oleh BUD/Kuasa BUD
kepada Pemerintah Kampung langsung ke rekening kas kampung di
Bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan
Penghulu;

e. Penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada point ¢ di atas,
dilakukan dengan secara bertahap yang dibagi dalam 3 (tiga) tahapan
dengan masing-masing tahapan sebesar: Tahap I (Pertama) sebesar
30% (tiga puluh perseratus), Tahap II (Kedua) sebesar 40% (empat
puluh perseratus) dan Tahap III (Ketiga) sebesar 30% (tiga puluh
perseratus);

f. Khusus untuk Purna Bakti Penghulu penyalurannya diberikan dalam
satu tahap pencairan.



2. | Pencairan

2.1

2.2

Proses Pencairan ADK di Kampung

Proses pencairan ADK di kampung yang dilakukan sendiri oleh
Penghulu dan Bendahara Kampung dengan melampirkan :

a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sudah disahkan Penghulu
lengkap dengan rencana anggaran biaya per-masing-masing
kegiatan;

b. Surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukkan Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) masing-masing, terdiri dari unsur pemerintah
kampung dan unsur lembaga kemasyarakatan kampung;

c. Kuitansi penerimaan secara global rangkap 4 (empat) yang asli di
atas materi Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

d. Peraturan Kampung tentang APBKampung;

e. Berita Acara penyelesaian pekerjaan yang telah ditandatangani
oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Kampung (PTPKK) dan diketahui oleh Penghulu;

f. Dokumentasi kegiatan sebagai salah satu pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan.

Berkas yang semuanya dibuat dalam rangkap 4 (empat) dikirim ke
Penghulu melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung
(PTPKK) untuk diteliti keabsahan berkas dan penyelesaian kegiatan
berdasarkan persentase bobot pekerjaan, Penghulu sebagai
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK)
akan mencairkan dana kegiatan dan menyerahkan ke masing-
masing Pelaksana Kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan
a. Persiapan

Setelah dana masuk ke dalam rekening kas kampung, segera
Penghulu mengadakan rapat di kampung yang dihadiri oleh
unsur-unsur : perangkat kampung, anggota BAPEKAM, Pengurus
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Tim
Penggerak PKK, Ketua RK/RT dan Tokoh Masyarakat dan
disaksikan unsur kecamatan (agar pelaksanaan rapat persiapan
tidak bersamaan, Camat dapat menjadwal).

Rapat persidangan membahas :
1) Rencana kerja kegiatan dan penjadwalan;
2) Pembagian tugas para pelaksana kegiatan; dan
3) Kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan.
Hasil rapat dituangkan dalam berita acara.
b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan merupakan realisasi dari seluruh rencana
yang telah disepakati dalam musrenbangkam. Dalam
pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur-unsur yang
terkait dalam pengelolaan APBKampung secara riil, sehingga
keterbukaan akan dapat diciptakan dan apabila terdapat
penyimpangan segera dapat diketahui untuk saling
mengingatkan.

Dalam pelaksanaan hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain
adalah :

1. Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan
mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu;



2. Memanfaatkan tenaga masyarakat kampung setempat untuk
pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka;

3. Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari
kecemburuan sosial;

4. Pencairan dana di Bank/Cabang Pembantu di kecamatan
yang ada;

5. Penutupan buku kas umum diakukan setiap akhir bulannya,
dan setelah tanggal 31 Desember setiap tahunnya tidak ada
lagi transaksi keuangan,;

6. Dalam pelaksanaan APBKampung terdapat sisa anggaran
pada akhir tahun anggaran (per-30 Desember) disetorkan
kembali ke Kas Kampung dan atau berdasarkan ketentuan
sumber dananya.

7. Perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan
dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan
kegiatan;

Penggunaan Alokasi Dana Kampung

Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan
dengan ketentuan:

a.

Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran belanja
kampung digunakan untuk Penyeleggaraan Pemerintah Kampung,
Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan
Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

. Paling Banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran belanja

kampung digunakan untuk :

1. Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung;
2. Operasional Pemerintah Kampung;

3. Tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan

4. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Adapun Alokasi Dana Kampung, dipergunakan sebagai berikut :

a.

Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan
dalam APBKampung yang bersumber dari ADK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan
Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan
Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Operasional Pemerintah Kampung, Tunjangan dan Operasional
BAPEKAM dan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung

(RK).

Adapun rincian kelompok belanja kampung sebagai berikut :

1.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

a. Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung
bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan,
besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Penghulu atau
Penjabat (Pj) Penghulu tidak diberikan penghasilan tetap
sebagai Penghulu;



Kerani yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan/atau
berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi
penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kampung (APBKampung);

Pelaksana Tugas (Plt) Kerani yang dirangkap oleh Kerani

hanya diberikan penghasilan tetap pada jabatannya yang

defenitif;

.Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung, sebagai

berikut:

1. Penghulu bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);

2. Kerani bertindak selaku koordinator pelaksana teknis
pengelolaan keuangan kampung (PTPKK);

3. Juru Tulis bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai
dengan bidangnya; dan

4. Bendahara yaitu di jabat oleh staf Urusan Keuangan.
5. Pengurus Aset Kampung

. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)
adalah dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketua Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. Sekretaris Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
4. Anggota Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

.Penghasilan Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi terdiri
dari :

1. Tenaga Administrasi Perkantoran, bertugas membantu
Penghulu dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan
Kampung terdiri dari staf urusan administasi dan
keuangan, dapat dianggarkan oleh kampung berdasarkan
kemampuan kampung bersangkutan, dengan honorarium
sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan
dengan jumlah tenaga maksimal 3 (tiga) orang.

2. Pembantu Bendahara, dengan persyaratan minimal
SLTA/sederajat dengan atau bidang ilmu
akuntansi/keuangan dan memiliki pengalaman dibidang
akuntansi/keuangan lainnya dengan honorarium sebesar
Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)/bulan;

3. Khusus tenaga teknis kegiatan ADK untuk pekerjaan
konstruksi dianggarkan pada kegiatan masing-masing yang
ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah)/paket pekerjaan;

4. Untuk kampung yang memiliki pustaka kampung, maka
pengelola pustaka kampung tersebut diberikan bantuan
sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan;

5. Penjaga kantor kampung sebesar Rp700.000,00 (tujuh
ratus ribu rupiah)/bulan; dan

6. Petugas kebersihan kantor kampung sebesar Rp700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah)/bulan.



1.2 Operasional Pemerintah Kampung berupa kebutuhan rutin
Pemerintah Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran, berupa:

- Alat Tulis Kantor;

- Biaya pembuatan laporan;
- Biaya rapat/musyawarah,;
- Biaya perjalanan dinas;

- Penggandaan,;

- Benda Pos;

- Pakaian Dinas dan Atribut;
- Alat dan Bahan Kebersihan;
- Pemeliharaan;

- Makan minum harian;

- Makan minum rapat;

- Makan minum tamu;

- Air Listrik dan Telepon;

- Dan seterusnya.

1.3 Operasional BAPEKAM maksimal 10% (sepuluh perseratus) dari
Belanja Operasional Pemerintah Kampung, yang digunakan
untuk:

- Alat Tulis Kantor;

- Biaya pembuatan laporan;

- Biaya rapat/musyawarah;

- Biaya perjalanan dinas;

- Penggandaan;

- Benda Pos;

- Pakaian Dinas dan Atribut;
- Alat dan Bahan Kebersihan;
- Pemeliharaan

- Makan minum harian

- Makan minum rapat

- Makan minum tamu

- Air Listrik dan Telephon; dan
- Dan seterusnya.

1.4 Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, yang merupakan
bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional
Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, Rukun Tetangga (RT)
ditetapkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan
Rukun Kampung ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah), yang dipergunakan untuk :

1. Belanja alat tulis kantor;
2. Penggandaan;

3. Konsumsi rapat; dan

4

. Dan seterusnya.



1.5 Penyediaan Inventaris Kantor seperti, Komputer, Meubeuler,
Mesin Tik, Printer dan seterusnya ;

1.6 Pembuatan Buku Administrasi Kampung 28 (dua puluh delapan)
buku;

1.7 Pembuatan blangko isian monografi kampung yang ditetapkan
sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah)/tahun, bentuk dan bahan ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Siak (hanya diperuntukan bagi kampung
baru/pemekaran);

1.8 Penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kampung
(Musrenbangkampung) ditetapkan maksimal Rp4.000.000,00
(empat juta rupiah)/tahun;

1.9 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan
Kampung (LPPK dan LKPJ) ditetapkan maksimal
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/tahun;

1.10Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Kampung ditetapkan
maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah)/tahun (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan
Pemilihan Perangkat Kampung);

1.11Penyusunan  Anggaran Pendapatan Belanja = Kampung
(APBKampung) dan termasuk Anggaran Pendapatan Belanja
Kampung Perubahan (APBKampung Perubahan) maksimal
sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/tahun;

1.12Penyusuna profil kampung maksimal Rp5.200.000,00 (lima juta
dua ratus ribu rupiah)/tahun yang diperuntukkan bagi tim
pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim;

1.13Pembuatan surat tanah (SKRPT/SKGR) untuk masyarakat
miskin/kurang mampu dialokasikan maksimal 50 persil dengan
biaya maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/persil yang
digunakan untuk biaya pembelian blanko, materai, fotocopy dan
petugas pengukur;

1.14Pemungutan suara Pemilihan Penghulu maksimal
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (digunakan seperti
keperluan honorarium petugas keamanan, sewa tenda/kursi,
makan minum, spanduk, dokumentasi, sewa soundsystem);

1.15Pembentukan pengurus BAPEKAM ditetapkan maksimal
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (hanya bagi kampung yang
menyelenggarakan Pemilihan BAPEKAM);

1.16Penyusunan RPJMKampung; dan

1.17Pembuatan sertifikat Tanah Desa/Tanah Kas Desa.

1.18Belanja Kampung Tangguh Bencana Rp24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah)/tahun.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

2.1 Perbaikan dan pembangunan penunjang pelaksanaan
Pemerintahan Kampung;

2.2 Pembangunan insfrastruktur perkampungan yang
menjadi/merupakan aset Kampung, dengan prioritas penunjang
pelaksanaan Pemerintahan Kampung;



2.3 Pengembangan Wilayah terpencil yang mempunyai potensi
berkembang

2.4 Ketahanan Pangan

2.5 Pembinaan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) Non Formal
terdiri dari Kelompok Bermain (KB), tempat penitipan anak (TPA)
dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). SPS mencakup Taman
Posyandu (TP), Taman Asuhan Anak Muslim (TAAM) dan Taman
Pendidikan Quran (TPQ). Pembinaan PAUD Non Formal
diberikan honorarium sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima
puluh ribu rupiah)/orang/bulan dengan persyaratan yang telah
ditentukan dan nama-namanya telah terdaftar oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan HIMPAUDI
Kabupaten Siak, dan hanya dapat diberikan apabila PAUD Non
Formal sudah mendapat Surat Izin Operasional (SIO) dari Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan telah berjalan
selama 1 (satu) tahun;

2.6 Bantuan Keuangan kepada Guru dan Non Guru Taman Kanak-
Kanak (TK/RA) swasta diberikan honorarium sebesar
Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/orang/bulan dengan
persyaratan yang telah ditentukan dan nama-namanya telah
terdaftar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Siak dan HIMPAUDI Kabupaten Siak, dan hanya dapat diberikan
apabila PAUD Formal sudah mendapat Surat Izin Operasional
(SIO) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak
dan telah berjalan selama 1 (satu) tahun;

2.7 Pembinaan lembaga pendidikan swasta/PDTA Rombongan
Belajar (Rombel) diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Sekolah
Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Murid/Rombongan Belajar
(Rombel) Sekolah Swasta yang dikeluarkan oleh Dinas
Pendidikan, ditetapkan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu
rupiah)/jam pelajaran dengan persyaratan lembaga
bersangkutan telah terdaftar di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dan diketahui oleh Pemerintah Kampung dan UPTD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan

2.8 Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung
(BUMKam).

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dengan
memberikan  bantuan  berupa  operasional = maksimal
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan/kampung;

3.2 Pembinaan Desa Sakinah maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) bagi kampung yang telah ditetapkan sebagai
Kampung Sakinah.

3.3 Peringatan Hari Besar Nasional yang dialokasikan dana

maksimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu
rupiah)/tahun;

3.4 Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka
peningkatan kesalehan sosial yang dipergunakan untuk:

a. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kampung maksimal
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan;



b. Peringatan Hari Besar Islam maksimal Rp4.000.000,00
(empat juta rupiah).

3.5 Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna
maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/tahun;

3.6 Pembinaan dan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kampung (LPMK) maksimal Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus
ribu rupiah)/tahun;

3.7 Peningkatan kreatifitas bagi remaja masjid maksimal
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/tahun;

3.8 Pembinaan imam masjid, Khatib, Gharim dan Guru mengaji
Tradisional ditetapkan sebesar :

a. Iman Masjid Kampung ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua
ratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;

b. Gharim masjid kampung ditetapkan sebesar Rp175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;

c. Guru mengaji tradisional sebesar Rp150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah)/bulan dengan ketentuan mempunyai
murid minimal sebanyak 15 (lima belas) orang dengan
pertanggungjawaban/pembuktian berupa absensi dan telah
mengajar minimal 1 (satu) tahun; dan

d. Transportasi Khatib Rp50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah)/kegiatan;

3.9 Peningkatan aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)

Lansia dan Balita sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah)/bulan/posyandu;

3.10Pembinaan sanggar seni kampung maksimal RpS5.000.000,00
(lima juta rupiah)/tahun;

3.11Kegiatan keolahragaan kampung maksimal Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)/tahun;

3.12Pembinaan Kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Kampung (PPKBD) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah)/tahun;

3.13Pembinaan bulan bhakti gotong royong masyarakat;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.1 Pembinaan dan Operasional Tim Penggerak PKK Kampung
ditetapkan maksimal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima
juta rupiah)/tahun;

4.2 Pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
dan pemanfaatan sumber daya kampung, serta pelestarian
lingkungan hidup; dan

4.3 Pembinaan kelompok dasawisma per-kampung maksimal
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/ tahun;

4 .4 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ditetapkan
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun;
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. ' PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan dan pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan
pertanggungjawaban APBKampung dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan

Pembinaan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik kegiatan maupun
terhadap pengelolaan keuangan, menyangkut pembukuan,
pembelanjaan, pengadaan bahan/material dan bukti pengeluaran
dilakukan oleh Penghulu, Ketua BAPEKAM, Ketua LPMK, Tim Evaluasi
Tingkat Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa.

Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh :

- Inspektorat Kabupaten, sebagai badan pengawas, pemeriksa internal,
dan pembinaan penggunaan dana APBKampung.

- Pemerintah Kecamatan, sebagai pengawas kegiatan APBKampung di
Kampung yang ada di wilayah Kecamatan.

-  BAPEKAM, sebagai pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan
Kampung dan Peraturan Penghulu.

Demikian Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung
(ADK) ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

J BUPATI SIAK, Q
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